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BUPATI BARRU 

PROVINSISULAWESISELATAN 
PERATURAl'f DAERAH KABUPATEl'f BARRO 

NOMOR ll TAHUl'f 2016 

TEl'ITAl'IG 

PEl'IYERTAAl'f MODAL PEMERINTAH DAERAH 

PADA PERSEROAl'f TERBATAS BANK SULSELBAR CARANO BARRU 

DENGAl'f RAHMAT TUHAl'f.YAl'IO MAHA EBA 

BUPATI BARRU, 

Menhnbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal dapat 

dilaksanakan apabila j umlah yang aka.n disertakan Lelah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Daerah dan dengan telah dipenuhinya Penyertaan 

Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah 

pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Cabang Barru 

maka perlu tambahan penyertaan modal yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Cabang 

Barru; 
Menglngat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
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Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 34 72) sebagaimana teJah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana 
telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4250); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Oaerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik: Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara.n 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembara.n 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
16. Peraturan Pemerinta.h Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang 

Pemerintah Kabupaten Barru 
Menjadi Kewenangan 

(Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lcmbaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Perlindungan lnvestasi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2013 

tenta.ng Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada 

Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Cabang Barru 
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(Lembaran Dacrah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 25); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAii PERWAKJLAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU 

dan 

BUPATI BARRU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAII DAERAH TENTAIIG PENYERTAAII MODAL 

PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAII TERBATAS 

BAIIK SULSELBAR CABAIIG BARRU. 

BABI 

KETENTUAII UMUM 

Paaal. 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurnt asas 

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya d.isebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Barru sebagai unsur 

penyelengga.-a Pemerintahan Daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Barru, 

6. Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Cabang Banu adalah yang 

selanjutnya disebut PI'. Bank Sulselbar Cabang Barru adalah Badan 

Hukum Perbankan yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Barru. 

7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik 

berwujud uang maupun ha.rang yang dapat dinilai dengan uang seperti 
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tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas 

dan hak-hak lainnya. 
8. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal 

Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga pada saat Peraturan Daerah ini 

ditetapkan. 
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan 

Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal 

daerah pada Pihak Ketiga. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah yang selanjutnya disebut 

APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Barru yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBO. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJVAN 

Paul2 
Maksud penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Oaerah 
untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulselbar Cabang Barru, 

meningkatkan pertumbuhan clan perkembangan perekonomian daerah serta 
menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

Paul 3 

(1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barrn, 

bertujuan untuk: 
a. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah 

yang diharap dapat memberikan kontribusi melalui peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba; 
b. meningkatkan produktifitas kinerja, perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah; dan 

c. pemenuhan modal dasar. 
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), daJam 

penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan 

sating menguntungkan. 
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BAB ill 

PENYERTAAN MODAL 

Baglau Keaatu 

tr mum 
Paaal 4 

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah, 

Pemerintah Oaerah menyertakan modalnya dalarn bentuk uang pada PT. 

Bank Sulselbar Cabang Barru. 

Baglan Kedua 

Peuyertaan Modal yang Telah Dilakukan 

Paoal 5 
(1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada 

PT. Bank Sulselbar Cabang Barru sampai dengan Tahun Anggaran 

2012 sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diakui keberadaannya. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 
disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampar dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 

22.610.000.000.- (Dua puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta 
rupiah). 

Baglau Ketlga 

Penambahan Peuyertaan Modal 
Paoal 6 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada 
Pf. Bank Sulselbar Cabang Barro. 

(2) Penambahan penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru sebesar Rp. 
10.000.000.000.- (Sepuluh miliar rupiah) 

(3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan bertahap dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Paoal 7 

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 serta 

Pcnambahan penyertaan modal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilak.sanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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I 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Paaal 8 
(1) Pemerintah Kabupaten Barru berhak memperoleh bagian laba usaha 

dari PT. Bank Sulselbar Cabang Barru sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) PT. Bank Sulselbar Cabang Barru berha.k menerirna penyertaan modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Kabupaten Barru berkewajiban memberikan penyertaan 
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) PT. Bank Sulselbar Cabang Barru berkewajiban mengelola modal yang 
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan prinsip- 
prinsip ekonomi Perusahaan. 

BABV 

HASILUSAHA 

Pasal 10 

Hasil usaha penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar Cabang 
Barru yang diperoleh selama Tahun Buku Bank dimasukkan dalarn 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru. 

BABVI 

KETENTUAN PERALlllAN 

Pasal 11 
(1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Barr-u 

yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah. 

(2) Pada sa.at mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Dalam hal terjadi 

perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sulselbar Cabang 
Barru maka Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah. 
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BAB VD 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. 

Ditetapkan di Barru 
Pada tanggal .2, =""' l>e- lor4 

f P1t. B BARRO, l 
ry,''l'I''}, BUPATI BARRO, r 

• - 
�S [l'}KV:I SALEH 

Oiundangkan di Barru 
Pada tanggal 2.; Qc.S,u,oc.r :zo,� 

SEKRETARIS DAERAR KABUPATEN BARRU 

NASRUDDIN ABDUL MUTALLIB 

LEMBARAN OAERAH KABUPATENBARRUTAHUN2016 NOMOR 17 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN 
B.HK.I-IAM.17.237.16 
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PEIIJELASAN 

ATAS 

PERATURAII DAERAH KABUPATEJI BARRU 
IIOMOR 17 TAHUII 2016 

TEIITAIIG 

PEIIYERTAAJI MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAII TERBATAS BA11K 
SULSELBAR CABAIIG BARRU 

Seiring dengan pelak:sanaan otonomi daerah yang menyebabkan 
semakin meningkatknya pembiayaan pemerintah daerah, mcngharuskan 
Pemerintah Daerah untuk. senantiasa berupaya mcningkatkan aumber- 
sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 
bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah 
Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pernerintah Provinsi 
jumlahnya relatif belum memadai. 

Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan 
penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja 
dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kcpada pcrusahaan 
daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur pennodalan dan 

meningkatkan daya samg sehingga tercipta iklim usaha yang 
menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di 
Kabupaten Bart-u. 

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan 

dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan scrta berdasarkan 

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah 

Kabupaten Barru membentuk Peraturan Daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas, 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jclas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 45 . 
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